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* Deputi BKPM Bidang Pelayanan Investasi- Badan Koordinasi Penanaman Modal 

I. Pendahuluan 

Salah satu permasalahan yang dikeluhkan dalam melakukan investasi di 

Indonesia adalah panjangnya prosedur dan lamanya waktu penyelesaian perizinan. 

Dari survey iFG-World Bank tahun 2005 dilaporkan bahwa waktu penyelesaian 

perizinan mencapai 151 hari. Berkenaan dengan ha1 tersebut presiden telah 

memerinbhkan untuk mempersingkat waktu penyelesaian perizinan menjadi paling 

lama 30 hail. 

Berdasarkan hasil penelitian BKPM, penyelesaian perizinan yang dilakukan 

memerlukan waktu dilaporkan selama 151 hari adalah sejak pendirian sampai 

dengan pengesahan badan hokum dan diumumkan dalam berita Negara dan tidak 

terkait dengan proses perizinan di BKPM, proses persetujuan dan perizinan di 

BKPM memerlukan waktu maksimal 10 hari keja dan beberapa jenis perizinan 

dapat dilakukan secara paralel. Selain proses perizinan di BKPM, masih diperlukan 

berbagai perizinan pelaksanaan dari instansi sektoral dan daerah. 

Keinginan pemerintah untuk memberikan perizinan harus tetap 

mempertimbangkan kepentingan nasional yakni, perlindungan kepada UKM, 

pengaturan khusus terhadap investasi di bidang jasa agar terjadi alih teknologi dan 

penciptaan nilai tambah, serta pengaturan khusus terhadap investasi di bidang 

usaha yang memanfaatkan sumber daya alarn. 

Mempertimbangkan butir 3 di atas dalarn melakukan kegiatan penanaman 

modal tetap diperlukan perizinan, namun untuk mempersingkat dan mempercepat 

proses perizinan, diusuikan melalui pelayanan terpadu di pusat dan daerah. 

Dalam pelaksanaan pelayanan terpadu tersebut, BKPM bertindak untuk dan 

atas nama menteri teknis, sedangkan untuk izin-izin tertentu yang memerlukan 

pertimbangan teknis, instansi sektoral yang bersangkutan dapat menempatkan 

pejabatnya di BKPM, demikian juga untuk izin-izin pelaksanaan daerah dapat 

dilakukan melalui pelayanan terpadu di daerah. 

Dalarn alur proses perizinan terlampir digambarkan proses perizinan sector 

jasa, industri, perkebunan, kelautan, telekomunikasi dan pertambangan dengan 

penjelasan sebagai berikut : 
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A. Perizinan sektor jasa adalah perizinan yang paling sederhana dibandingkan 

dengan sektor-sektor lainnya, investasinya relatif kecil, tenaga kerja sedikit dan 

bersifat Quick Yielding, investasi di sektor jasa diharapkan dapat rnendorong atih 

teknologi dan penciptaan niiai tambah, dan usul penyederhaan perizinan sektor 

jasa yang sernula 222 hari rnenjadi 60 hari (30 hari waktu proses pengesahan 

badan hukum dan 30 hari penyeiesaian perizinan penanaman modal). 

B. Perizinan investasi di sektor industri dalam rangka PMDNJPMA seluruhnya telah 

diiaksanakan di BKPM rnelalui pelayanan satu atap. lnvestasi di sektor industri 

membawa teknologi, menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan modal yang 

relatif besar. Usui penyederhanaan perizinan sektor industri yang semula 222 

hari menjadi 60 hari (30 hari waMu proses pengesahan badan hukum dan 30 

hari penyeiesaian perizinan penanaman modal). 

C. lnvestasi di sektor yang mengorah sumber daya alam (SDA) ini berdasarkan 

Undang-Undang Dasar 1945 dimanfaatkan sebesar-besamya untuk 

kemakrnuran rakyat sehingga sangat sensitif dengan sorotan/perhatian 

rnasyarakat (publik). Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian dalarn 

pengelolaannya bahkan untuk sektor pertmabangan dipertukan persetujuan 

Devvan Pervvakilan Rakyat (untuk PNIA). Perizinan disektor ini tetap diperlukan 

keterlibatan instansi sektorai pusat maupun daerah, namun untuk memberikan 

kepastian kepada investor dapat diusutkan waMu penyelesaiannya dipersingkat. 

Khusus untuk perizinan sektor pertarnbangan, kontrak karya BKPM hanya 

rnengeluarkan surat persetujuan fasilitas fisikal, sementara untuk RPTWIMTA, 

APIT dikeluarkan oleh Departernen energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan 

untuk kuasa pertambangan (KP), usul penyederhanaan perizinan sektor industri 

sernula 222 hari menjadi 60 hari (30 hari waktu proses pengesahan badan 

hukum dan 30 hari penyelesaian perizinan penanaman modal). 
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Alur Perizinan PMNPMDN Versi BKPM 

I. AIur Proses Perizinan Penanaman Modal Nasional (Sektor Jasa) 

Keterangan : 
* Untuk jasa yang memelukan fasilitas fiskal diterbitkan oleh BKPM Pusat 

** Diterbitkan oleh Provinsi 

2. Alur Proses Perizinan Penanaman Modal Asi~sg (Sektor Jasa) 

1 Pelayanan Terpadu di 1 Saat ini 1 Usulan 1 
PUS& (BKPM) ' (hari) (hari) 
Persetujuan 10 5 

RPTWIMTA 4 2 - APlT 4 4 

[ investor ] Fasilitas Fiskal 14 

Pelayanan Terpadu di 

1 IMB 
1 I 

1 10 14  1 

(BKPMP/BKPMK) 

lzin UUGlHO 14 4 

Badan Hukurn 

Usulan 30 hari 

lzin Lokasi 15 4 
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3. Alur Proses Perizinan Penanaman Modal Nasional (Sektor Industri) 

melalui Notaris 

Usulan 30 hari 

Meterangan : 

* Untuk industri tertentu dan yang memerlukan fasilitas fiskal diterbitkan oleh BKPM Pusat 

**Diterbitkan oleh Provinsi 

Catatan : untuk bidang-bidang usaha tertentu (a.1. minyak pelumas, oil refinery bahan 

peledak) yang selama ini memerlukan rekomendasi dari instansi sektoral, 

diusulkan ditiadakan atau melelaui desk instansi sektor di BKPM. 

4. Alur Proses Perizinan Penanaman Modal Asing (Seklor Industri) 

Investor C I  

Pelayaaaan Terpadu di 

I Pusat (BKPM) I (hari) / (hari) I 

a Fasilitas Fiskal 14 7 

Pelayanan Terpadu di 

Saat iini 

Daerah 

(BKPMPIBKPMK) 

Llsulan 

Usulan 30 hari 

lzin Lokasi 

10 

Gatatan : untuk bidang-bidang usaha tertentu (a.1. minyak pelumas, oil refinery bahan 

peledak) yang selama ini memerlukan rekomendasi dari instansi sektoral, diusulkan 

ditiadakan atau melalui desk instansi sektor di BKPM. 
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5. ABur Proses Perizinan Penanaman Modal Nasional (Sektor Perkebunan) 

investor rn 

PT CV, Fa 
rnelalui Notaris 

Koperasi mil 
Dinas Kop 

NPWP 
(Ditjen Pajak) 

hari Usulan 30 

* Untuk yang memeriukan fasilitas fiskal diterbitkan oleh BKPM Pusat 

** Dilerbitkan oleh Provinsi 

Catatan : Perkebunan yang menggunakan lahan HPT perlu memperoleh persetujuan 

konversi hutan dari Menteri Kehutanan 

6. Allrr Proses Perizinan Penanaman Modal Asing (Sektor Perkebunam) 

Pusat (BKPM) 

Persetujuan 

. 1 

Pelayanan Terpadu di 

I Daerah I I I 
(BKPMPIBKPMK) 

lzin UUG/HO 

lzin Lokasi 
I I 

IMB 110 14 1 

Pengesahan 
Badan Hukurn 

(Depkum 

(Ditjen Pajak) 

Usulan 30 hari 

Catatan : perkebunan yang menggunakan lahan MPT perlu memperoleh persetujuan 

konversi hulan dari Menleri Kehutanan. 
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7. Alur Proses Perizinan Penanaman Modal Nasional (Sektor Kelautan) 

[ investor JQ 

PT CV, Fa Pelayanan Terpadu di Saat ini Llsulan 
melalui Notaris I Pusat (BKPM) (hari) (hari) 
Koperasi mll I I RPTWIMTA 

I I 

1 4  12  

Pengesahan Perayanan Terpadu di 
Badan Hukurn 
(Depkurn HAM) d ,,ern, 

(BKPMPIBKPMK) 

(Ditjen Pajak) Persetujuan* 10 5 

Saat ini 151 hari 
Usulan 30 hari -----I kin UUGIHO 14 4 

Izin Lokasi 15 4 

IMB ( 10 ( 4  
I 

- Penetapan koordinat penangkapan 
& peiabuhan pangkalan 

- PerneFiksaan fisik kapal 
- Surat penangkapan ikan 
- lzin kapal pengangkut ikan 
- Kelayakan kapal (syahbandar) 

"Untuk yang memeriukan fasilitas fiskal diterbitkan oleh BKPM Pusat 

** Diterbitkan oleh Provinsi 

8. Alur Proses Perizinan Penanaman Modal Asing (Sektor Kelauhn) 

Usulan 30 hari 

- Penetapan koordinat 
penangkapan & pelabuhan 

- Pemeriksaan fi&k kapal 
- Surat penangkapan ikan 
- lzin kapal pengangkut ikan 
- Kelayakan kapal 
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9. Alur Proses Perizinan Penanarnan Modal Niasional (Sektor Telekomunikasi) 

PT CV, Fa 
melalui Notaris 

Koperasi mll 
Dinas Kop I 

Pengesahan 

(Depkum HAM) 

(Ditjen Pajak) 

Saat ini 151 
hari Usulan 30 

I Pusat (BKPM) I (hari) 1 (hari) 1 
I I 

Fasilitas Fiskal ( 14 17 

Usuian Pelayanan Terpadu di 

I I 

Pelayanan Terpadu di I 

Saat ini 

(BKPMPIBKPMK) 

Persetujuan* 

I I 

lzin UUG/HO 1 14 ( 4 

lzin Lokasi 15 4 

rMs 10 4 

Frekuensi Radio, 
- Pendafiaran Penggunaan Satelit, 

* Untuk jasa yang mendapatkan fasilitas fiskal diterbitkan oleh BKPM Pusat 

** Diterbitkan oleh Provinsi 

10. Alur Proses Perizinan Penanarnan Modal basing (Sektor Telekornunikasi) 

- Landing Right, 
- lzin Penggunaan 
- Spektrum Frekuensi Radio, 
- Pendaftaran Penggunaan 

- Penyelenggaraan, 
- Uji Layak Operasi, 
- lzin Penyelenggaraan 
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1 f . Alur Proses Perizinan Penanaman Modal Nasional (Sektor Pertambangan) 

Usulan 30 hari 

I Pelayanan Terpadu di ) Saat ini / Usulan 1 
/ pusat (BKPM) / (hari) 1 (hari) 1 

Fasilitas Fiskal 114 ( 7  1 
1 1 

Pelwanan Terpadu di / 
daera h 

(BKPMPIBKPMK) 
I I 

Persetujuan* 110 15 
1 I 

APIT" 14 1 4  

lzin UUGIHO 14 4 

lzin Lokasi 15 4 

- Kuasa Pertambangan KP 

* Untuk yang mendapatlkan fasilitas fiskla diterbitkan oleh BKPM Pusat 

** Diterbitkan oleh Provinsi 

Gatatan : KP terdiri dari a.1. KP Penyelidikan, KP Eksplorasi, KP Eksploitasi, 

KP Pengangkutan 

12. AIur Proses Perizinan Penanaman Modal Asing (Sektor Pertarnbangan) 

Dep. ESDM : * 

[ j  I (diproses khusus sesuai 
investor d ,e,umn, 

L i I - Rekomendasi barang modal I 
- Rekomendasi TKA 
- Rekomendasi perubahan 

pemegang saham 

n 

I I I I 

* Rekornendasi barang modal, TKA dan perubahan pemegang saham diusulkan ditiadakan. 

Pelayanan Terpadu di 

Pusat (BKPMj 

Alur Proses Pengajuan SP Pabean 

Pelayanan Terpadu di 

Daerah 

(BKPMPIBKPMK) 1 I 

Saat ini 

(hari) 

Saat ini 

(hari) 
Usulan 

(hari) 

AMDAL 
7 Fasilitas Fiskal 

Usulan 

(hari) 

1 4 
60 30 
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*).Keterangan : 
1). Apabila dalarn proses verifikasi diternukan kekurangan data teknis (seperti : spesifikasi teknis, 

perhitungan kapasitas'tdk sesuiii dengan izin, permohonan mesin & peralatan serta balian baku 
dianggap berlebihan). 

2). Penyarnpaian kelengkapan data teknis dengan waktu tunggu 1,5 bulan. 

Pelayanan Publik 81eh Badan Ksordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

Pelayanan Publik yang dilakukan oleh BKPM antara lain melayani 

permohonan oleh BKPM antara lain metayani permohonaan penanaman modal yang 

didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman 

Modal Asing (MPA). 

Dasar hukum Pelayanan Publik BKPM antara lain : 

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 jo. No. 11 Tahun 1970 tentang PMA. 

2. Undang-undang No. 6 tahun 1968 jo. No 12 Tahun 1970 tentang PMDN. 

3. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 jo. No 83 Tahun 2001 tentang 

kepemilikan saham asing dalam PMA. 

4. Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2000 jo. No. 11 8 Tahun 2000 tentang bidang 

usaha yang dinyatakan terbukaitertutup. 

5. Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1981 jo. No. 28 Tahun 2004 tentang BKPM. 

6. Keputusan Presiden No. 127 tahun 2001 tentang bidang ijenis usaha yang 

dicadangkan untuk usaha kecil dan bidangijenis usaha yang terbuka untuk 

usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan. 
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7. Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman 

modal dalarn rangka PMA dan PMDN melalui sistern pelayanan satu atap. 

8. Keputusan Kepala BKPM No. 57lSW2004 jo. No. 70lSW2004 tentang pedornan 

dan tata cara permohonan penanaman modal dalam rangka PMAJPMDN. 

9. Peraturan-peraturan seMorlteknis $an daerah. 

Adapun Perizinan yang harus dimiliki dalam Pendirian Proyek PMNPMDN di 

Indonesia diantaranya yaitu : 

1. Surat Persetujuan dan surat persetujuan perubahan (wewenang BKPM). 

2. Rekomendasi dari departemen teknis untuk bidang usahaJseMor perikanan, 

sektor perkebunan kelapa sawit, sektor pertambangan (yang merupakan 

kegiatan ekstrasi) dan sektor energi. 

3. AMe + pengesahan kehak'lman + tanda daftar perusahaan (bukan wewenang 

BKPM). 

4. Nomor Pokok Wajib PajaWNPWP (bukan wewenang BKPM). 

5. Izin-izin pelaksanaan di tingkat pusat (wewenang BKPM), seperti Angka 

Pengenal lrnportir Terbatas (APIT), Ren~ana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

(RPTK), Rekomendasi Visa Tenaga Kerja Asing untuk lmigrasi (TA.OZ), Kartu 

lzin Tinggal SernentaralKitas (bukan wewenang BKPM), k in  Menggunakan 

henaga Kerja Asing (IMTA), dan Surat Persetujuan Pabean Barang 

ModalIBahan Baku. 

6. Izin-izin pelaksanaan daerah (bukan wewenang BKPM), seperti izin lokasi, hak 

atas tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), izin UUGIWO, dan izin AMDAL. 

7. lzin Usaha Tetap (wewenang BKPM). 
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AIur Pengajuan PersetujsaanlPerizinan dalam Rangka Pendirian Perusahaan 

PMDN dan PMA di Indonesia 

*) Diurus setelah perusahaan siap produksi komesiai 

Percepatan penyelesaian permohonan PMAIPMDN berasaskan pada : 

1. Kepastian hukum dalam pelayanan permohonan PRAAIPMD yang mengacu 

kepada Daftar Negatif lnvestasi (DNI); Daftar Bidang Usaha yang harus bermitra 

dengan UKM; Peraturan perundangan sektoral yang dituangkan dalam petunjuk 

teknis pelaksanaan penanaman modal; dan peraturan daerah, misal PERDA 

pendirian hotel di kabupaten Badung, Provinsi Bali. 

2. Keterbukaan dalam penyelesaian permohonan PMAIPMDN, antara lain 

pedoman dan tata cara permohonana penanaman modal yang jelas; formuiir 

permohonaan yang sederhana dan baku; persyaratan yang jelas dan baku untuk 

setiap jenis permohonan. Persyaratan tersebut didasarkan pada SK Kepala 

BMPM No. 57/SW2004 JO. No. 701SW2004 yang dipubfikasikan secara luas. 

3. Kecepatan dan Akuntabilitas, diantaranya adalah : 

a. Durasi uangka waktu) proses penyelesaian setiap jenis aplikasi/permohonan 

PMNPMDN telah ditetapkan dan dibatasi, seperli surat persetujuan (10 hari), 

izin-izin pelaksanaan di BKPM seperti penerbitan APIT (5 hari), penerbitan 

RPTK (4 hari), rekomendasi visa tenaga keja asing untuk imigrasi (TA.01) 

selarna 4 hari, lMTA (4 hari), dan surat persetujuan Pabean barang 

modalibahan baku (14 hari). Selain itu surat persetujuan perubahan seperti 

kepemilikan saham PMA (5 hari), investasi dan sumber pembiayaan (5 hari), 
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perubahan status (7 hari), dan surat persetujuan merger (1 0 hari). Penerbitan 

izin usaha tetap selama 7 hari. 

b. Penerbitan surat-surat persetujuan dan izin-izin pelaksanaan penanaman 

modal yang dikeluarkan oleh BKPM tidak dipungut biaya. 

c. Struktur organisasi pelayanan dan uraian tugas yang jelas. 

Upaya-upaya meminimalisasi peluang penyalahgunaan kewenangan 

pelayanan PMNPMDN, antara lain : 

1. Adanya "Front Officen untuk penerimaanlkonsultasi persyaratan-persyaratan 

permohonana PMNPMDN dan pemantauan progres penyelesaian 

permohonana PMAIPMDN. 

2. Adanya daftar ujV'check list" kelengkapan data untuk setiap jenis 

perrnohonaan PWPMDN. 

3. Adanya "Back Office" untuk pernrosesan pemohonana melalui otomasi 

penyelesaian, dengan beberapa keuntungan yaitu persetujuan PMAIPMDN 

menjadi lebih singkat, penerbitan IUT menjadi lebih singkat, penerbitan SP 

Pabean barang modailbahan baku menjadi lebih singkat, dan mengurangi 

kontak langsung antara investor dengan petugas pelayanan BKPM. 

4. Adanya sistem kaFtu monitorPRouting Slip" untrrk seliap jenis permohonan 

PMAIPMDN. 

5. Menyiapkan kotak saranlpengaduan atas pelayanan BKPM. 

6. Sedang dikembangkan sistem yang memungkinkan investor dapat 

memantau progres penyelesaian permohonannya melalui website BKPM, 

tanpa perlu ke BKPM (tahun ini). 

Pengawasan bagi aparat BKPM 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Lahun 1994 tanggal 6 November 

1974 jo. Perubahan Nornor 43 tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang 

pokok-pokok kepegawaian. 

Peraturan pernerintah Nomor 30 Tahun 1980 tanggal 30 agustus 1980 tentang 

pertauran disiplin pegawai. 

Keputusan kepala BKPM Nomor OUSW2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 

lnspektorat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang terdiri dari 

Pengawasan Prosedur Kerja Standar (SOP), Pengawasan Mekanisme 
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Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional, dan 

Pengawasan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. 

Pengawasan oleh lnspektorat dilakukan dengan menggunakan "Sistem lnformasi 

Manajemen Hasil Pengawasan" yang telah dikembangkan oleh BPKP dan telah 

disesuaikan dengan keperluan pengawasan internal BKPM. 

Pengawasan dari masyarakat luas bisa disampaikan melalui kotak 

saradpengaduan atau rangsung melalui email website BKPM (LW bkpm go id). 

Upaya-upaya peningkatan pelayanan dapat dilakukan dengan Gara 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan sarana dan 

prasarana serta pembinaan mental dan spiritual. Peningkatan kualitas SDM dapat 

diperoleh melalui (1) penerimaan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

selama 2 (dua) periode berturut-tunrt, yaitu periode tahun 2003 dan 2004, (2) 

memberikan kesempatan kepada karyawan/ti untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi melalui beasiswa pendidikan dalam maupun luar negeri, 

dan (3) memberikan pelatihan-pelayananlkursus umum dan teknis di bidang 

pelayanan. 

Adapun peningkatan sarana dan prasarana dapay dilakukan dengan Gara 

peningkatan pengadaan komputerisasi di setiap unit ke ja, tersedianya jaringan 

komputerisasi, internet maupun intranet dan sistem aplikasi sesuai unit keja, 

peningkatan disiplin karyawanjti BKPM memperbaharui sistem absensi dari sistem 

"amanon ke sistem "handkey", dan tersedianya website BKPM 

dan website pelayanan BKPM (bkpmservices.com) untuk memudahkan investor 

memonitor penyelesaian aplikasi penrsahaannya (PMNPMDN). 

Fasilitas Fiskai dalarn Rangka Penanaman Modal 

Pemberian fasilitas fiskal daiarn penanaman modal bertujuan untuk 

mendorong peningkatan kegiatan investasi dan efisiensi usaha penanaman modal; 

membantu perusahaan PMDlVlPMA untuk persiapan produksi komersial (khusunya 

dengan fasilitas impor bahan baku), melindungi kegiatan usaha nasional dan industri 

dalam negeri dari masuknya barang sejenis yang diimpor dengan 

mempertimbangkan kualitas dan harga yang wajar, dan memberi kemudahan bagi 

investor khususnya dalam proses impor dengan menggunakan daftar induk 

(masterlist) mesin, barang dan bahan. 
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Atas Pengimporan 
Barang Modal 

Keringanan Bea Masuk 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 135lKMK.05/2000 

tanggal I Mei 2000. jis No. 28/KMK.05/2001 tanggal 26 Januari 2001, No. 

456/KMK.04/2002 tanggal 30 Oktober 2002, Peraturan Menteri Keuangan No. 

471PMK.0412005 tanggal 17 Juni 2005 berisi tentang ketentuan fasilitas impor 

barang modal, seperti : 

a Keringanan bea masuk hingga tarif akhir sebesar 5% atau sesuai tarif terendah 

pada BTBMI yang berlaku. 

WaMu pengimporan (2 tahun). 

Dapat diperpanjang sesuai jangka waMu penyelesaian proyek (JWPP) dalarn 

surat persetujuan. 

Tidak dapat dipindahtangankanldiaiihkan kepada pihak lain atau disewakan tanpa 

persetujuan dari BKPM dan pihak bewenang lainnya. 

Q VVajib menyimpan datajdokumen penyimpanan selama minimal 10 (sepuluh) 

tahun. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 135/KMK.05/2000 

tanggal 1 Mei 2000. jis No. 28lKMK.0512001 tanggal 26 Januari 2001, No. 

456lKMK.04/2002 tanggal 30 Oktober 2002, Peraturan Menteri Keuangan No. 

47lPMK.0412005 tanggal I 7  Juni 2005 berisi tentang impor bahan baku diantaranya 

adalah : 

a Fasilitas keringanan bea masuk hingga tarif akhir sebesar 5%. 

a Fasilitas impor bahan baku jumlahnya adalah untuk kebutuhan 2 (dua) tahun 

produksi. 

WaMu pengimporan 2 (dua) tahun. 

Dapat diperpanjang 1 (satu) tahun. 
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Contohnya, perusahaan yang menggunakan mesin produksi dalam negeri diberikan 

bahanbaku untuk 4 (empat) tahun dengan jangka waktu pengimporan 4 (empat) 

tahun. Penetapan tentang penggunaan mesin produksi dalam negeri dilaksanakan 

oleh Departemen Perindustrian. 

Berdasarkan Peraturan Pernerintah (PP) No. 12 Tahun 2001 tanggal 22 

Maret 2001 jis. No. 43 Tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002, No. 46 Tahun 2003 tanggal 

13 Agustus 2003 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan (SKMK) No. 

1551KMK.0312001 tanggal 2 April 2001 jis No.3631KMK.0312002 tanggal 31 Juli 

2002, No.3711KMK.0312003 tanggal 21 Agustus 2003 berisi tentang ketentuan 

pembebasan PPN atas impor Barang Kena Pajak TeFtentu yang bersZfat strategis 

berupa barang modal, makan ternak, dan bibit dan atau benih. Disamping itu 

dibahas pula tentang penyerahan Barang Kena Pajak "T~entu  yang bersifat 

Strategis befupa barang modal, makan ternak, barang hasil pestanian, bibit dan atau 

benih, air bersih, dan listrik, kecuali untuk perurnahan dengan daya di atas 6600 

Watt. 


